





A. Latar Belakang 
 Perkawinan merupakan sebuah  ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana tertuangkan dalam pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Dalam sebuah pembentukan rumah tangga, sangat diperlukan adanya sebuah kesiapan 
baik secara lahir maupun batin. Hal ini tentu sangat sulit dilakukan sebuah tolak ukur 
bagaimana seseorang itu sudah siap untuk menikah ataukah belum. Dengan adanya 
problematika ini maka negara dengan aturannya mengeluarkan tolak ukur tersebut yaitu 
berdasarkan umur calon mempelai. Sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 menjelaskan bahwa umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki1. 
Ketika seseorang yang ingin menikah dan belum mencukupi umur sebagai mana yang 
sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut dapat dilakukan dengan 
mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama bagi yang muslim dan Pengadilan 
Negeri bagi non islam. Dengan kemajuan serta perkembangan teknologi yang menyebabkan 
dampak pergaluan serta segala akses bagi remaja pada khususnya mendapatkan sebuah 
kebebasan dan rentan atas perhatian orang tua. 
Pergaulan bebas sangat berbahaya apalagi sampai melakukan seks bebas diumur yang 
masih belia. Sehingga menyebabkan hamil dan harus dinikahkan melalui dispensasi nikah dan 
sering disebut dengan pernikahan dini. Sebagaimana data yang ditemukan di Biltar Jawa Timur 
bahwa kehamilan diluar nikah menjadi penyebab utama tingginya angka pernikahan dini di 
Kabupaten Blitar. Terbukti hingga bulan ketiga tahun 2018 saja sudah tercatat sebanyak 27 
kasus pernikahan dini2. 
Dengan banyaknya kasus pernikahan dini yang meminta dispensasi kawin ke 
Pengadilan Agama dengan pertimbangan hamil diluar nikah maka mau tidak mau Pengadilan 
Agama mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Dari sudut pandang lain terkait tolak 
ukur umur untuk menentukan kesiapan serta kematangan seorang yang ingin  menjalani bahtera 
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rumah tangga dirubah oleh Mahkamah Kontitusi dengan salah satu satu pertimbangan MK, UU 
No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa seseorang berusia di bawah 18 tahun 
masuk kategori anak. Karena itu, UU Perkawinan harus disinkronkan dengan UU Perlindungan 
Anak dan diberlakukan sama usia perkawinan laki-laki dan perempuan sehingga tidak adanya 
lagi tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan. 
Darurat perkawinan anak menjadi pertimbangan MK pula ketika mengabulkan 
sebagian permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Mengacu pada data Badan 
Pusat Statistik (BPS), sebaran pernikahan anak di seluruh provinsi di atas 10%. Bahkan di 23 
provinsi, sebaran perkawinan anak lebih besar dari 25%3. 
Dengan adanya perubahan batas usia perkawinan ini tentu memeberikan dampak yang 
signifikan atas pertambahan permohonan dispensasi kawin. Data di Pengadilan Agama Blitar 
selama tahun 2018 tercatat 151 pengajuan Dispensasi nikah baik dari Kabupaten maupun Kota 
Blitar, hal ini tentu sudah mengalami kenaikan yang pesat terkait perkara dispensasi kawin dari 
tahun sebelumnya4. Hal ini menjadi bukti kongkrit dengan kenaikan perkara dispensasi dari 
tahun ketahun sebelum adanya perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, lantas 
bagaimana nasib perkara dispensasi pasca amandemen perubahan Undang Undang tersebut. 
Adanya sebuah kepastian hukum tentu tidak menjamin adanya sebuah keadilan dalam 
sebuah putusan hakim. Dengan dikabulkannya uji materi Pasal 7 Undang-Undang perkawinan 
dan sekarang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada 
tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta5. 
 Kebijakan berupa perubahan perundang-undangan tentang perkawinan tersebut 
diharapkan dapat meminimalkan angka pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tetapi 
pada kenyataannya pada pasal 7 ayat (2) menyatakan jika terdapat penyimpangan terhadap 
ketentuan tersebut maka orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan diperbolehkan 
mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang dikarenakan alasan yang darurat dan 
disertai dengan bukti. Dispensasi ini justru membuat permasalahan menjadi serius karena anak 
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dibawah umur tetap dapat melaksakan perkawinan secara legal karena adanya dispensasi dari 
hakim. 
 Beberapa Pengadilan Agama mengalami kenaikan angka permohonan dispensasi 
perkawinan. Di Pengadilan Agama Blitar, sebagai salah satu contoh terjadi peningkatan 
permohonan dispensasi perkawinan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2019. Bulan 
Januari hingga Oktober 2019 terdapat 89 permohonan. Setelah diundangkannya perubahan UU 
Perkawinan pada bulan September 2019, terjadi peningkatan 3 kali lipat jumlah permohonan 
dispensasi nikah sebanyak 245 permohonan  pada bulan Oktober hingga Desember  2019.6  
Ada beberapa alasan mengapa Mahkamah Konsitusi mengabulkan uji materi terhadap 
UU Perkawinan tersebut. Mahkamah Konstitusi sebagai pintu akhir pemegang keadilan 
mengupayakan adanya kepastian hukum, dan menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
aturan perundangan sehingga harmonisasi dalam perundangan di Indonesia. 
Ketidak harmonisan tersebut dibuktikan dengan diperbolehkannya menikah bagi anak 
perempuan yang sudah berumur 16 tahun, sebagaimana pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 
1974, hal ini tentu  bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 
1 ayat (1) menjelaskan bahwa  anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan ibunya 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan utama dalam bernegara, 
memberikan kesempatan bagi perempuan ataupun laki-laki untuk menuntaskan program wajib 
belajar yaitu selama 9 tahun. Sehingga hal ini tentu memberikan sudut pandang lain atas batas 
perkawinan sebelum adanya perubahan Undang-Undang 1974. Pada akhirnya Mahkamah 
Kontitusi memutuskan adanya revisi dan dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2019 sebagai solusi. 
Persoalan ini tentu menuai banyak perbedaan pendapat dikalangan akademisi hukum 
ataupun praktisi hukum salah satunya hakim Pengadilan Agama, hakim yang diberikan 
kewenangan dalam menangani serta menyelesaikan perkara dispensasi kawin ini tentu 
memiliki sudut pandang tersendiri, dengan kekuasaan Absolut yang dimilikinya. 
Menurut Abintoro Prakoso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, kebiasaan atau 
tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau digali sebagian dari 
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hukum di luar undang-undang, tempat dapat menemukan atau menggali hukumnya. Kebiasaan 
merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam 
masyarakat atau pergaulan hidup tertentu7. 
Dalam  Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagai berikut: 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 
Dari pendapat di atas, perlu dipahami bahwa hakim memiliki peran penting dalam 
menegakkan hukum, salah satunya dengan melakukan konstruksi melalui nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Pasal 5 ayat (1) 
UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim 
konstitusi sesuai dengan nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat8. 
Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan diatas, Hakim Pengadilan Agama 
Blitar tentu memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri atas perubahan batas usia 
perkawinan sehingga perkara tersebut di Pengadilan Agama Blitar dapat diselesaikan walaupun 
dengan adanya penambahan umur tersebut mengakibatkan peningkatan atas permohonan 
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar, sehingga apakah Undang-Undang terbaru 
tersebut telah efektif dan menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat 
Indonesia khususnya dibidang perkawinan. 
Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut hal tersebut dalam 
tugas akhir penulis kali ini  dengan judul penelitian “PERUBAHAN BATAS USIA 
PERKAWINAN: STUDI ATAS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA 
BLITAR”  
B. Rumusan Masalah 
Dari apa yang telah dijelaskan di latar belakang diatas maka penulis akan merumuskan 
persoalan yang akan diteliti lebih lanjut antara lain sebagai berikut : 
1. Bagaimana dampak dari pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin pasca 
perubahan batas usia perkawinan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di pengadilan 
Agama Blitar ? 
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2. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Blitar terkait penambahan batas usia di 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? 
 
C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui dampak dari pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin pasca 
berubahan batas usia perkawinan undang-undang nomor 16 tahun 2019 di pengadilan 
Agama Blitar 
b. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Blitar terkait penambahan batas 
usia di Undang-Undang Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 
2. Kontribusi Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa : 
1. Kontribusi Teoritis 
Secara teoritis penulisan penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum 
keluarga islam terkait implikasi perubahan batas usia minimal terhadap jumlah 
pengajuan dispensasi perkawinan pasca amandemen undang-undang nomor 16 tahun 
2019 di pengadilan Agama Blitar. 
2. Kontribusi Praktis 
Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan 
informasi dan masukan bagi : 
a) Bagi masyarakat, agar mengetahui batasan umur pasca Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 dengan harapan mempersiapkan tingkat kematangan sebuah rumah 




b) Bagi akademisi dan Jurusan Hukum Keluarga Islam, agar hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang 
diharapkan berguna bagi mahasiswa/i bagi mereka yang ingin mengetahui dan 
meneliti lebih lanjut tentang implikasi perubahan batas usia minimal terhadap 
jumlah pengajuan dispensasi perkawinan pasca amandemen undang-undang 
nomor 16 tahun 2019 di pengadilan Agama Blitar 
c) Bagi institusi khususnya Pengadilan Agama agar dalam agar tercapainya informasi 
terkait dispensasi dini dan penguatan pra pernikahan calon mempelai agar 
berkurangnya tingkat perceraian di Indonesia. 
d) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi peningkatan 
motivasi untuk menghasilkan karya ilmiyah yang baik, dan untuk mendapatkan 
gelar stata 1 Hukum Keluarga Islam Twinning Program. 
D. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian 
sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 
dilakukan dan juga penelitian terdahulu ini juga membuktikan orisinilitas atau kebaharuan 
terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 
menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis mengenai 
implikasi perubahan batas usia minimal terhadap jumlah pengajuan dispensasi perkawinan 
pasca amandemen undang-undang nomor 16 tahun 2019. Namun penulis mengangkat 
beberapa penelitian dan jurnal sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada 
penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait 
dengan penelitian yang dilakukan penulis. 
1. Skripsi karya Nurhidayah 
       Skripsi pertama berjudul EFEKTIVITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN 
TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MAKASSAR, dalam skripsi tersebut  
membahas mengenai efektifitas pemberiannya dispensasi kawin bagi perkawinan dibawah 
umur  dan penelitaian yang dilakukan oleh penulis ini terkait  dengan menganalisis tefektifitas 




      Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis yaitu sama-sama mebahas mengenai 
dispensasi perkawinan dan dengan undang-undang yang telah diperbarui yaitu undang-undang 
nomor 16 tahun 2019. 
2. Skripsi karya Fuat Mubarok  
     Skripsi yang kedua ini bejudul Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 
di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016), dalam   Penelitian kali ini penulis membahas 
mengenai jumlah dan gambaran dari dispensasi kawin yang diteliti dari tahun 2012-2016 dan 
penelitaian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis terkait efektifitas Undang Undang 
No 16 Tahun 2019. 
    Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu  sama membahas 
mengenai dispensasi perkawinan di pengadilan agama , dan menggunakan dasar hukum yang 
sama. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan 
menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 
tersebut, untuk kemudian menganalisis dan mendeskripsikan dan mencari sebab 
permasalahan tersebut. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif, yang mana 
pendekatan yang dilakukan penulis adalah pengkajian mendalam terkait Perubahan 
batas usia perkawinan mulai dari pendapat hakim Pengadilan Agama Blitar sampai 
dengan pendapat hakim terkait penambahan batas usia dengan adanya amandemen 
undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar, sehingga hal ini 
menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh peneliti.9 
2. Metode Pendekatan 
Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  
yaitu  penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 
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perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 
norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.10 
Penelitian hukum normatif ini diadasrakan kepada bahan hukum primer dan 
sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam 
peraturan perundang undangan.11 
Dalam penelitian ini berpusat pada pendapat hakim pengadilan Agama Blitar 
serta pertimbangannya atas dispensasi kawin pasca adanya amandemen undang-undang 
nomor 16 tahun 2019. 
3. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama 
Blitar. Pengambilan lokasi ini karenakan terdapat objek kajian yang dinginkan penulis 
terkait kenaikan jumlah kenaikan permohonan dispensasi kawin pasca amandemen 
Undang-Undang No 16 Tahun 2019, sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.12 
4. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer 
dan data sekunder. 
1) Data primer adalah data ayang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 
yang terait dengan permasalahan yang akan dibahas.13 Sumber data ini diperoleh 
dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada: 
a. Hakim Pengadilan Agama Kota Blitar  
b. Panitra Muda gugatan dan permohonan Pengadilan Agama Kota Blitar 
2) Data Sekunder adalah data-data yang didapatkan dari buku-buku serta jurnal-
jurnal sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian 
ini adalah adata-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti 
buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Adapun pokok dari data 
sekunder adalah data peningkatan atau penurunan permohonan dispensasi kawin 
serta bahan atas putusan pengadilan Agama Blitar pasca amandemen Undang-
Undang No 16 Tahun 2019.  
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5. Metode Pengumpulan data 
  Pengumpulan data yang dilakukan memalui beberapa kegiatan seperti studi 
lapangan dan studi dokumen yang menunjang akan didapatkannya data primer dan 
sekunder. Studi lapapangan yang dimaksud adalah melihat langsung kedalam sumber 
penelitian dan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan 
(yurisprudensi). 
1) Wawancara Langsung dan Mendalam 
Wawancara kali ini dimulai dengan proses tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muk 
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan alat 
berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan terstruktur (sebagai pedoman 
wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari  jawabannya tanpa 
menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan 
sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. 
Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih 
selanjutnya disebut informan yakni Hakim Pengadilan Kota Blitar, hal ini guna 
mengetahui secara objektif dengan mewawancarai banyak informan mengenai 
jumlah kenakikan permohonan dispensasikawin pasca amandemen Undang-
Undang No 16 Tahun 2019 dengan harapan agar terciptanya perbandngan serta 
penguatan dalam penelitian yang terfokus pada pertimbangan serta pendapat 
hakim tersebut, hal ini juga dilakukan dengan rekaman dan dokumentasi serta 
akan ditranskipkan  sebagai dalil penelitian nantinya. 
2) Studi Kepustakaan 
Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari 
dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa 
bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun 
bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Hukum acara di Pengadilan Agama. 
Secara kongkrit studi kepustakaan ini dilakukan dengan menganalisis 
mendalami dokumen dan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama Blitar 
terkait dispensasi kawin pasca amandemen Undang-Undang No 16 Tahun 2019. 




  Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis 
data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik 
dilapangan maupun diluar lapangan dengan memperguankan teknik seperti yang 
dikemukan oleh Miles dan huberman14: 
a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh 
catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data 
merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal 
penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan 
mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang 
bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian 
dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan 
dengan tidak menghilangkan nilai data itu senidri. 
b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakakan. Proses penyajian 
data ini mengungapkan secara kesluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar 
mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan unuk penyajian data 
dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data dapat 
menggambarkan bagaimana jumlah kenakikan permohonan dispensasikawin pasca 
amandemen Undang-Undang No 16 Tahun 2019. 
c. Kesimpulan dan verifikasi, Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, 
difokuskan disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data 
dapat ditemukan. 
7. Teknik Validitas Data 
Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 
pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 
empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif 
yaitu15 : 
a. Kredibilitas (credibility) 
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Yaitu menjaga keterpercayaan peneliti dengan cara: 
I. Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses 
penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan 
peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan 
keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun 
kelokasi guna menditeksi dan memperhitungkan penyimpangan yang 
dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan 
subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri. 
II. Ketekunan Pengamatan yang terus menerus. Pada kegiatan ini 
pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan 
dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada 
masalah tersebut secara rinci. 
III. Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data). 
Pemeriksaan data dengan pembandingan data dari sumber yang berbeda 
untuk mengantisipasi data yang hilang, dalam melakukan triangulasi 
datadata yang ditemukan dalam penelitian dengan  wawancara kepada 
narasumber dan dibandingkan hasil wawancara rtersebut. 
IV. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan memberikan 
suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji 
hipotesis yang muncul dari dari pemikiran paneliti. Dalam diskusi ini 
juga bisa terungkap segi- segi lainnya yang justru membongkar atau 
membuka pemikiran peneliti. Sebaiknya teman diskusi memiliki 
pengalaman dalam bidang yang dipermasalahkan terutama isi dan 
metodologinya 
V. Analisis kasus negatif. Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh-
contoh dan kasus yang tidak sesuai tentang penelitian sehingga dapat 
dijadikan pembanding. 
VI. Kecukupan referensi. Referensi yang digunakan harus sesuai dengan 
sumber data. Pengecekan ulang terhadap sumber data yang dilakukan 
dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan 
maupun studi dokumen. 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini sangat disayangkan 




melakukan observasi di lapangan dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini 
menjadikan peneliti hanya diperbolehkan melakukan wawancara kepada satu 
hakim saja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan social distancing 
sebagaimana SOP yang diberlakukan di Pengadilan Agama Blitar. 
Oleh karena itu data yang didapatkan pada penelitian ini akan 
dimaksimalkan oleh penulis agar menjadi data yang dapat dikategorikan sebagai 
kredibilitas dan dapat dipercaya sehingga dapat menjadi acuan pada penelitian 
ini, hal ini dilakukan penulis dengan memaksimalkan wawancara yang 
berlansung dan meminta seluruh data yang dibutuhkan agar seluruh komponen 
yang dibutuhkan dapat terpenuhi. 
 
F. Rencana Jadwal Penelitian. 
No. Nama Kegiatan 
Waktu Kegiatan (Bulan Ke..) 
I II III IV V 
1 Pengajuan Out Line xx     
2 Pengajuan Proposal xx     
3 Seminar Proposal  x    
4 Revisi Proposal  xx    
5 Proses Ijin Penelitian  xx    
6 Penelitian  xxx xxxx   
7 Analisis Data   xxx xxx  
8 Penulisan Laporan   xxx xxx xxxx 
9 Ujian     x 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
G. Sistematika Pembahasan 
Dalam kaitannya dengan penulisan proposal skripsi ini, sistematika penulisan disusun 
dalam lima bab sebagai berikut: 
 Bab I: merupakan kerangka dasar yang memuat orientasi pemahaman dalam 




persoalan sekaligus merupakan arah dalam pembahasan penelitian ini. dijabarkan 
secara mendetail, pokok pikiran yang terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar 
belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
 Bab II : pada bab ini peneliti menyajikan kajian pustaka yang meliputi teori-teori yang 
berkenaan dengan judul yang peneliti bahas, meliputi tinjauan umum perkawinan 
dalam perspektif Islam dan hukum positif, syarat-syarat sahnya perkawinan, tujuan 
perkawinan dalam Islam, Tinjauan umum tentang perceraian, meliputi: pengertian 
tentang perceraian, hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, akibat hukum 
perceraian, batasan usia perkawinan. Kajian pustaka  diperlukan untuk menegaskan 
kekurangan dan kelebihan teori tersebut terhadap fakta sosial yang terjadi di lapangan 
serta digunakan untuk pedoman dalam mengelola dan menganaslis data yang peneliti 
temukan di lapangan. 
 Bab III : peneilti memaparkan hasil penelitian tentang Faktor penyebab Dispensasi 
Perkawinan pasca disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan 
atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Blitar) di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar yang beralamat di 
jalan Imam Bonjol Nomor 42, Sananwetan, kecamatan Sananwetan, kota Blitar, Jawa 
Timur  
 Bab V : pada bab terakhir ini, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai jawaban dari 
rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya dan memberikan 
saran-saran pada yang bersangkutan. 
